
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 
 

NOMOR   15  TAHUN 2003 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
 DAERAH TINGKAT  II  MUSI RAWAS NOMOR  4  TAHUN  1998  

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUSI RAWAS, 
 

 
Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak 
Penerangan Jalan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang 
menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

 
  b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak 

Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan 
keadaan; 

   
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf  a  dan huruf  b  tersebut perlu diadakan perubahan yang 
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan  Daerah. 
 

Mengingat        :  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan  Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan  (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);   

 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848);   

 

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2000  Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);   

 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2001  Nomor 118);  

 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk  
Peraturan Daerah dan Peraturan  Daerah Perubahan; 

 



3. Peraturan Daerah  Kabupaten Musi  Rawas Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan 
Jalan. 

 

 
Dengan Persetujuan  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan       :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
TINGKAT II KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 04 TAHUN 
1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. 

 
 

PASAL  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas,  
Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Musi Rawas Tahun 1998 Nomor 7, Seri A Nomor 4) diubah dan ditambah sebagai 
berikut : 
 
Ketentuan pasal 1 huruf  a, huruf b, huruf c, huruf d diubah dan huruf o, huruf p, huruf q, 
huruf r, huruf s, huruf t ditambah sehingga keseluruhan pasal 1 dan pasal 5 ditambah satu 
ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruh berbunyi sebagai berikut :   

 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.  

 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi  Rawas. 

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas. 

e. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Uumum 
Listrik Negara (Persero). 

 
f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pemungutan daerah 

atas penggunaan tenaga listrik. 
 



g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah  surat 
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran  
pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan  Daerah. 

 
h. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah  surat yang 

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 
i. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 
 
j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan 
jumlah yang masih harus dibayar. 

 
k. Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

 
l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

 
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit 
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 
n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
o. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan  kesalahan 

tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, surat ketetapan daerah kurang 
bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak 
daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah. 

 
p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat  

ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan 
pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

 
q. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat 

keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 
 



r. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun pajak berakhir. 

 
s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpuklan mengolah 

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. 

 
t. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, yang 
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
 

“Pasal 5” 
 

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik. 
 
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   ditetapkan : 

 
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, 

Nnilai Jual  Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan 
listrik/rekening listrik. 
 

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, 
Nilai  Jual  Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau 
taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah 
daerah. 

 
(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  b  ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik  yang berlaku diwilayah 
daerah. 

 
(4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai  Jual  

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga 
puluh persen). 

 
 

PASAL  II 
 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



 
 
 
 
 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. 

 
 
 

Disahkan di  Lubuk 
Linggau 
Pada tanggal  17  Oktober 
2003 
 
BUPATI MUSI RAWAS 
 
 
                     dto 
 
H. SURRIJONO 
JOESOEF. 

Diundangkan di Lubuk Linggau 
Pada tanggal 23 Oktober 2003 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI RAWAS 
 
                     dto 
 
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID 
Pembina Utama Muda 
Nip. 440017252. 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 

TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI B 
 
 
 

 
 
  

 
    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


